
BAB V 

PENUTUP 

1.1 Simpulan 

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1.1.1 Dalam kasus ini yang berkaitan dengan dasar pertimbangan hukum yang digunakan 

oleh hakim dalam putusan Nomor.55/Pid.B/2019/PN.Pre tentang tindak pidana penadahan 

yang berfokus pada alat bukti yang sah, dimana alat bukti tersebut diatur dalam pasal 184 

ayat (1) KUHAP yang memuat tentang alat bukti yang sah yakni Keterangan 

Saksi,Keterangan Ahli,Surat,Petunjuk,dan Keterangan Terdakwa. Dalam artian apabila diluar 

dari kelima alat bukti tersebut maka tidak dikenakan alat bukti yang sah dalam perkara 

persidangan pidana kecuali diatur secara khusus dalam UU yang lain diluar KUHAP, seperti 

adanya alat bukti penyadap dan cctv.  

5.1.2  Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penadahan Dalam Putusan 

No.55/Pid.B/2019/PN.Pre Tindak pidana penadahan yang dilakukan terdakwa dapat 

dibebankan pertanggung jawaban pidana karena perbuatan yang dilakukan itu telah 

menimbulkan suatu yang bertentangan dengan hukum dalam artian perbuatan yang dilarang 

oleh syar’i, karena bisa mengancam eksistensi harta benda yang bisa menggoncang stabilitas 

keamanan terhadap harta dan jiwa masyarakat,oleh karena itu Al-Qur’an melarang keras 

tindakan kejahatan tersebut. 

 Dalam kasus penadahan yang dilakukan terdakwa termasuk dalam perbuatan 

pencurian yang hukumnya ta’zir,penadahan tidak dapat dikategorikan sebagai jenis pencurian 

yang dikenal dengan hukuman had karena syarat-syaratnya tidak terpenuhi yakni terdakwa 

tidak mengambil secara sembunyi-sembunyi harta milik orang lain melainkan membeli 

barang curian walaupun barang yang dibeli telah memenuhi unsur-unsur yang dikenakan 

hukuman had. 

5.2 SARAN 

5.2.1 Untuk para penegak hukum diharapkan agar memberikan hukuman kepada pelaku 

sesuai dengan kejahatan yang mereka perbuat yang bisa memberikannya efek jera agar 



mereka tidak mengulangi perbuatannya lagi  dan dalam memutuskan perkara agar sekiranya  

tetaplah berlandaskan dengan Undang-Undang yang ada. 

5.2.2 Untuk masyarakat agar supaya berhati-hatilah dalam membeli suatu barang jangan 

karena hanya melihat dari harga kita bisa terjerumus dalam perbuatan kejahatan karena dalam 

islam apabila kita sudah melakukan perbuatan penadahan sama halnya dengan kita 

melakukan kejahatan dengan pelaku dalam melakukan tindak pidana pencurian. 

5.2.3 Untuk pencuri dan penada diharapkan agar sekiranya berhenti melakukan tindak 

kejahatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain yang mana sanksinya telah 

tertuang dalam KUHP yang dapat memberikan efek jerah terhadap pelaku. 
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